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ABSTRACT
The existence of double certificates is one of the problems that arises in the land registration process, which is also known as overlap in relation to land rights issued by the local land office. This can happen when more than one land title certificate is issued on one plot of land. Of course, this double certificate will result in a civil dispute because it could harm the rights of each party. The aim of this research is to gain an understanding of the role of the national land agency in overcoming the problem of overlapping land certificates. This research is a normative legal study adopting a conceptual approach by examining views and theories in the field of law as well as a statutory approach to researching regulations related to existing legal issues. The occurrence of duplicate certificates which results in legal defects such as fake certificates and duplicate certificates because they are influenced by internal and external factors. Internal factors, namely the Basic Agrarian Law and related regulations in its implementation, are not implemented responsibly and consistently. External factors include people who do not understand the laws and regulations that apply in the land sector, especially regarding procedures for making land certificates.
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ABSTRAK
Adanya sertifikat ganda adalah salah satu masalah yang muncul dalam proses pendaftaran tanah, yang juga dikenal dengan tupang tindih berkaitan dengan hak atas tanah yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan setempat. Hal ini bisa terjadi ketika pada satu bidang tanah dikeluarkan lebih dari satu sertifikat hak atas tanah. Tentu saja, sertifikat ganda ini akan menghasilkan sengketa keperdataan sebab bisa merugikan hak masih-masing pihak. Tujuan penelitian ini adalah guna menggali pemahaman mengenai peran badan pertanahan nasional dalam mengatasi masalah tumpang tindih sertifikat tanah. Penelitian ini merupakan studi hukum normatif mengadopsi pendekatan konseptual (conceptual approach) dengan menelaah pandangan dan teori dalam bidang hukum serta pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk meneliti regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ada. Terjadinya sertifikat ganda yang mengakibatkan cacat hukum seperti sertifkat palsu dan sertifkat ganda karena dipengaruhi oleh faktor intern dan faktor ekstern. Faktorn intern yaitu Undang-Undang Pokok Agraria serta regulasi-regulasi terkait didalam pelaksanaannya tidak dilaksanakan secara bertanggung jawab dan konsisten. Faktor eksternal yaitu masrakat yang kurang paham mengani undang-undang serta pertauran-peraturan yang berlaku di bidang pertanahan, terutama terkait prosedur pembuatan sertifikat tanah.
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A. PENDAHULUAN
Salah satu kebutuhan dasar manusia yang tidak bisa disangkal adalah tanah. Fungsi tanah bagi manusia antara lain adalah sebagai tempat tinggal serta tempat berusaha. Oleh karena itu, dapat disimplkan bahwa hubungan antara manusia dan tanah adalah kekal dan terus menerus[footnoteRef:1]. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) adalah istilah lain dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 mengenai Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Undang-Undang ini disetujui dan diumumkan pada 24 September 1960 di Jakarta. Salah satu maksud dari penerbitan UUPA adalah untuk mengakhiri adanya dua sistem hukum agraria di Indonesia pada waktu itu. Lebih dari sepuluh tahun setelah proklamasi dibacakan, banyak masyarakat di Indonesia masih menerapkan hukum agraria berdasarkan hukum barat (kolonial) yang berasal dari pemerintah penjajah, sementara masyarakat lainnya menggunakan hukum agraria berdasarkan hukum adat[footnoteRef:2] Permasalahan mengenai tanah selalu berkaitan dengan perselisihan dalam masyarakat, sehingga untuk memastikan adanya kepastian hukum terkait hak atas tanah, diperlukan suatu tanda bukti untuk menunjukkan hak atas tanah yang berfungsi guna melindungi masyarakat dari permasalahan mengenai tanah. Tanda bukti ini merupakan bentuk pengakuan terhadap individu yang menguasai atau memiliki sebidang tanah. Akan tetapi dalam hal tanah, hanya pengakuan tidaklah cukup, sebab sering muncul persoalan mengenai kepastian objek dan objek hukumnya. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah. Dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 mengenai Pokok-Pokok Agraria (UUPA), dinyatakan bahwa untuk memastikan kepastian hukum, Pemerintah melakukan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. Sebegai pelaksanaan dari Pasal 19 UUPA, maka diterbitkan Peraturan Pemerintah tentang pendaftaran tanah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 mengenai Pendaftaran Tanah, kemudian diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.  [1:  Evan oshua, 2022, Pertanggunggjawaban BPN dalam Hal Terjadinya Hak Atas Tanah Tumpang Tindih. Jurnal Ilmiah Indonesia. Vol. 7, No. 09, hlm. 15689.]  [2:  Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya (Jilid 1: Hukum Tanah Nasional), Jakarta: Djambatan, 1997, hlm. 550.] 

Tanah merupakan sumber daya strategis yang memiliki nilai ekonomi, sosial, dan yuridis tinggi, sehingga penguasaan dan kepemilikannya memerlukan jaminan kepastian hukum. Negara melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah dan menerbitkan sertifikat hak atas tanah sebagai alat bukti hak yang kuat. Pendaftaran tanah dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak serta mencegah terjadinya sengketa pertanahan. Namun, dalam praktiknya, sistem pendaftaran tanah belum sepenuhnya mampu mewujudkan kepastian hukum. Salah satu permasalahan yang masih sering terjadi adalah tumpang tindih sertifikat tanah atau sertifikat ganda atas objek tanah yang sama. Kasus ini mencerminkan adanya kelemahan dalam administrasi pertanahan, khususnya pada tahap verifikasi data fisik dan data yuridis, koordinasi antarinstansi, serta pengelolaan sistem pemetaan dan pencatatan tanah. Akibatnya, sertifikat yang seharusnya berfungsi sebagai alat bukti yang kuat justru menjadi sumber sengketa dan konflik hukum. Fenomena tumpang tindih sertifikat tanah tidak hanya menimbulkan konflik horizontal antar pemegang hak, tetapi juga konflik vertikal antara masyarakat dan negara sebagai pihak penerbit sertifikat. Dalam sejumlah kasus, sertifikat yang sama-sama diterbitkan oleh BPN dipersengketakan di berbagai jalur peradilan, baik perdata, pidana, maupun Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang berkepanjangan. Kondisi ini diperparah oleh adanya kelalaian aparat, keterbatasan sumber daya manusia, serta potensi penyimpangan administrasi dalam proses pendaftaran tanah.
Permasalahan tersebut menegaskan pentingnya peran dan tanggung jawab Badan Pertanahan Nasional dalam mencegah dan menangani tumpang tindih sertifikat tanah. Sebagai pejabat tata usaha negara, BPN tidak hanya bertanggung jawab dalam aspek administratif penerbitan sertifikat, tetapi juga dalam menjamin akurasi data dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah. Penerbitan sertifikat bertujuan agar pemilik hak bisa dengan gampang menunjukkan kepemilikan tanah yang dimilikinya. Sertifikat ini dapat digunakan sebagai alat bukti yang kuat terkait data yuridis dan data fisik yang ada di dalamnya. Selama data tersebut sesuai dengan informasi yang terdapat dalam buku tanah dan surat ukur hak yang besangkutan, maka data tersebut dianggap benar asalkan tidak ada bukti lain yang menunjukkan bahwa data tersebut salah dan tidak perlu dilengkapi dengan bukti tambahan yang lainnya. Oleh karena itu, pemilik tanah yang telah mendapatkan sertifikat hak atas tanahnya pasti akan menerima perlindungan hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dalam Pasal 32 ayat (2). Bentuk perlidungan hukum yang diberikan bagi pemilik hak dalam kondisi tanah yang tumpang tindih adalah memberikan kesempatan bagi para pemegang hak atas tanah guna mengajukan permohonan yang bertujuan untuk mengubah maupun memperbaiki batas kepemilikan atas tanah yang mengalami tumpang tindih pada saat ini. Berdasarkan uraian singkat di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Badan Pertanahan Nasional dalam Mengatasi Masalah Tumpang Tindih Sertifikat Tanah”.
 
B. METODE PENELITIAN
 Penelitian hukum adalah sebuah proses yang mencakup analisis terhadap keterkaitan antara peristiwa hukum dan peraturan yag berlaku, peraturan hukum dengan norma, kemudian norma dengan prinsip hukum, serta prinsip ukum dengan suatu etika. Tujuan penelitian ini ialah untuk menemukan kebenaran. Dimana kebenaran yang akan dicari didalam penelitian hukumialah kebenaran yang berhubungan dengan koherensi, dimana sesuatu akan dianggap benar berdasarkan nilai-nilai yang ada. Hal ini berbeda dengan adanya penelitian yang berfokus pada kebenaran korespodensi, yang melihat kesesuaian dinatara gagasan dan kenyataan[footnoteRef:3]. Penelitian ini mengadopsi pendekatan konseptual (conceptual approach) dengan menelaah pandangan dan teori dalam bidang hukum serta pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk meneliti regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ada. Penulisan ini menjelaskan bagaimana peran dari Badan Pertanahan Nasional dalam mengatasi permasalahan tumpang tindih kepemilikan tanah. Untuk teknik pengumpulan data yang digunakan guna menjawab permasalahan tersebut yaitu studi pustaka terhadap sumber hukum primer, sekuder dan tersier. Dimana data sekunder mencakup peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, buku, jurnal ilmiah, dan sumber lainnya[footnoteRef:4]. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian. Sistematika penulisan disusun agar pembaca dapat dengan mudah memahami isi dari penelitian ini. [3:  Irwansyah, Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel, Yogyakarta: Mitra Buana Media, 2020, hlm. 75.]  [4:  Soerjono, Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Rajawali Pers, 2019, hlm. 14.] 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Terjadinya Tumpang Tindih Sertifikat Tanah Terhadap Kepemilikan Atas Tanah yang Diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional 
Konflik pertanahan yang berlangsung hingga kini memiliki banyak dimensi, baik konflik horizontal maupun konflik vertikal. Konflik vertikal melibatkan interaksi antara masyarakat dan pemerintah, serta perusahaan milik negara dan perusahaan swasta. Sengketa pertanahan adalah masalah lama yang selalu ada dari waktu ke waktu. Istilah sengketa pertanahan dapat diartikan dengan berbagai istilah lain seperti sengketa lahan, konflik agraria dan konflik di sektor pertambangan dan lain sebagainya. Didalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan, terdapat perbedaan antara definisi konflik agraria dan sengketa pertanahan. Sengketa merujuk pada pertikaian lahan antara individu, entitas hukum, atau organisasi yang dampaknya terbatas, sementara konflik pertanahan mencakup perselisihan lahan antara orang, organisasi, kelompok, entitas hukum, maupun lembaga yang cenderung atau memiliki dampak yang luas.[footnoteRef:5] Contohnya adalah situasi dimana ada pengakuan terhadap suatu area tanah atau adanya klaim yang bertentangan. Disisi lain, konflik horizontal yang paling umum muncul adalah masalah sertifikat ganda atau kepemilikan eberapa sertifikat untuk objek tanah yang sama.[footnoteRef:6] Adanya tumpang tindih pengeluaran suatu keputusan dari lembaga-lembaga yang berhubungan langsung dengan pertanahan juga salah satu indikator munculnya sengketa pertanahan. Sebagai contoh penerbitan SK guna penambangan batu bara harus dikeluarkan oleh berbagai lembaga pemerintahan, termasuk departemen pertambangan, departemen kehutanan dan lembaga lainnya yang berhubungan dengan SK tersebut.  [5:  Sri Wahyu Handayani, dkk, 2023, Village Land Administration as an Effort to Prevent Agrarian Disputes/Conflicts, Kosmik Hukum, Vol. 23, No. 1, hlm 6.]  [6:  Alvina Nur Aziziyah, 2023, Tumpang Tindih Sertifikat Tanah. Legal Spritit, Vol. 7 No. 2, hlm. 211-212.] 

Terjadinya sengketa demi sengketa terjadi karena lembaga penyelenggara pembebasan tanah dengan pihak-pihak lain yang berkaitan kurang berkoordinasi, seperti kantor pertanahan.[footnoteRef:7] Artinya, terdapat inkonsistensi pemerintah didalam mengeluarkan peraturan pada bidang pertanahan dan pengawasan pada saat menjalankan peraturan-peraturan tersebut lemah. Kurangnya transparansi dikarenakan pada informasi dan data terkait kepemilikan dan penguasaan tanah yang terbatas, serta sedikitnya transparansi informasi yang ada di masyarakat menjadi salah satu penyebab awal dari munculnya sengketa tanah. Pensertifikatan tanah juga cenderung masih mengandalkan pengajuan permintaan walaupun proyek adminstrasi pertanahan misalnya prona relatif berhasil mencapai tujuan. Selanjutnya yang paling rumit ialah tidak dimanfaatkannya sistem komputerisasi dan peta pendaftaran tanah yang kurang modern. Bahkan pemohon dan aparat desa serta pemilik lahan tidak jujur dalam memberi informasi kepada Badan Pertanahan Nasional adalah faktor yang fundamental. Terdapat beberapa faktor yang memicu terjadinya sertifikat ganda, yaitu: [7:  Supranowo, Sertipikat dan Permasalahannya, Yogyakarta, 1992, hlm. 10.] 

a. Ketidakjujuran dari pihak yang mengajukan permohonan pendaftaran sertifikat tanah kepada Badan Pertanahan Nasional, yakni pemohon yang dengan sadar tetap mengajukan pensertifikatan tanah meskipun tanah tersebut sebelumnya sudah mempunyai sertifikat tanah.
b. Kesalahan pemilik tanah itu sendiri karena tidak memperhatikan tanahnya dan tidak mengelolanya dengan baik, sehingga tanah tersebut diambil alih oleh orang lain dan digunakan karena merasa tnah itu tidak ada pemiliknya atau tanah tersebut tidak bertuan.
c. Faktor dari Kantor BPN, yaitu:
1) Faktor Ketidaktelitian dari pejbat/petugas;
2) Kelalaian dari pejabat/petugas (human eror);
Meskipun demikian, masih ada kemungkinan bahwa ketidaktelitian dan kelalaian tersebut dilakukan dengan sengaja atau bisa juga dikatakan sudah direncanakan oleh para pejabat yang mengelola pendafatran tanah dengan pemohon yang tidak berhak atas hak tanah. Oleh karena itu, dalam kondisi ini terjadi sutu tindakan kriminal.
d. Faktor dari Kantor Kelurahan, yaitu: Pada kenyataannya, dalam sistem pemerintahan saat ini, sering terjadi ketidaksesuaian atau kurangnya keselarasan dalam koordinasi antar lembaga pemerintah. Pemerintah daerah, seperti kelurahan atau desa yang tidak memiliki database pertanahan yang telah disertifikasi, menyebabkan ketika ada permohonan untuk surat keterangan penguasaan tanah, terkadang surat keterangan tersebut langsung dikeluarkan tanpa melakukan pengukuran dan verifikasi pada lokasi serta kepastian mengenai tanah yang dimohonkan.
e. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM), tidak cukupnya jumlah serta kemampuan anggota dari subseksi pemetaan dan pengukuran. Dampak dari adanya kekurangan sumber daya manusia ini akan berdampak pada terhambatnya kinerja dari Badan Pertanahan Nasional dalam proses pencatatan, pemetaan dan pengukuran.
f. Kesalahan administrasi: sertifikat ganda bisa muncul karena salah atau kurangnya perhatian didalam pengelolaan administrasi oleh Badan Pertanahan Nasional. Contohnya, kesalahan dalam menulis nomor sertifikat, kurang teliti dalam mencatat perubahan kepemilikan, atau tidak berhasil dalam melakukan verifikasi data.
g. Praktik korupsi: sertifikat ganda bisa juga muncul akibat korupsi di Badan Pertanahan Nasional atau melibatkan pihak-pihak luar. Tindakan korupsi seperti dokumen palsu, tanda tangan palsu, maupun suap bisa mengakibatkan keluarnya sertifikat ganda untuk menguntungkan pihak pihak tertentu.
h. Ketidaktaatan terhadap proses hukum: seringkali, pihak-pihak yang terlibat didalam transaksi lahan tidak mengikuti aturan hukum yang ada. Contohnya, mereka bisa mengajukan permohonan sertifikat untuk tanah yang sudah mempunyai sertifikat sebelumnya, ataupun memakai dokumen palsu guna memperoleh sertifikat baru.
Bernhard Limbong dalam karya tulisnya yaitu “Konflik Pertanahan” menyatakan bahwa sengketa tanah muncul karena berbagai faktor yang bersifat hukum dan non hukum, diantaranya:
1. Faktor hukum:
a. Regulasi tidak cukup memadai, aturan disektor pertanahan belum seutuhnya berdasarkan pada nilai-nilai fundamental Pancasila dan filosofi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal (33) mengenai keadilan, moralitas, kesejahteraan, dan hak asasi manusia. Dalam sudut pandang yang berbeda, penegakan hukum seringkali hanya terbatas pada prosedur resmi dari peraturan hukum dan mengabaikan esensi nilai nilainya.
b. Tumpang tindih peradilan, pada saat ini ada tiga lembaga peradilan yang bisa menangani sengketa pertanahan, yakni peradilan pidana, Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan peradilan perdata. Didalam beberapa sengketa, satu pihak yang memenangkan kasus perdata belum tentu juga menang dalam kasus pidana.
c. Penyelesaian dan birokrasi yang rumit, proses penyelesaian perkara melalui pengadilan di Indonesia sangat melelahkan, dengan biaya yang tinggi dan waktu yang lama untuk menyelesaikannya. Terutama jika terjerat pada mafia peradilan, sehingga keadilan tidak berpihak kepada yang benar. Hal tersebut jelas tidak sejalan dengan prinsip prinsip peradilan yang seharusnya cepat, sederhana, dan murah. Sebab kondisi pada saat ini didalam berurusan dengan pengadilan tidaklah mudah dengan birokrasi pengadilan yang lama, rumit, dan biaya mahal.
d. Adanya tumpang tindih regulasi, UUPA yakni sebagai dasar dari peraturan sumber daya agraria terutama tanah. Akan tetapi, seiring dengan berjalannya waktu peraturan-peraturan baru tentang sumber daya agraria dibuat tidak mengakui UUPA sebagai undang-undang pokoknya.
2. Faktor non hukum:
a. Adanya tumpang tindih didalam penggunaan tanah. Pertumbuhan penduduk yang peset menghasilkan peningkatan jumlah penduduk serta pemerintah yang selalu melaksanakan proyek pembangunan. Hal ini membuat tidak terhindarkan apabila sebidang tanah yang sama mempunyai maupun muncul kepentingan yang berbeda.
b. Kesadaran masyarakat semakin tinggi, adanya perkembangan dunia dan kemajuan ilmu pengetahun dan teknologi mempengaruhi peningkatan kesadaran masyarakat. Cara berpikir masyarakat tentang penguasaan tanah pun mengalami perubahan. Berkenaan dengan tana sebagai aset untuk pembangunan terjadi pergeseran cara pandang masyarakat terhadap penguasaan tanah yang kini tidak lagi dianggap sebagai sumber produksi, namun lebih sebagai alat untuk berinvestasi ataupun komoditas ekonomi.
c. Tanah yang tidak berubah dan jumlah penduduk yang meningkat. Pertambahan jumlah penduduk yang sangat pesat baik melalui kelahiran ataupun pindah tempat tinggal serta pergeseran ke kota, sementara area lahan yang cenderung statis menjadikan tanah sebagai barang ekonomi yang nilainya sangat tinggi sehingga setiap inci tanah dipertahankan dengan sungguh-sungguh.
Kemiskinan adalah isu rumit yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait. Didalam memenuhi kebutuhan tanah, masyarakat yang kurang mampu berhadapan dengan masalah ketidaksamaan dalam penguasaan dan kepemilikan tanah serta adanya ketidakpastian didalam kepemilikan dan penguasaan lahan pertanian.
Terjadinya sertifikat ganda yang mengakibatkan cacat hukum seperti sertifkat palsu dan sertifkat ganda karena dipengaruhi oleh faktor intern dan faktor ekstern. Faktorn intern yaitu Undang-Undang Pokok Agraria serta regulasi-regulasi terkait didalam pelaksanaannya tidak dilaksanakan secara bertanggung jawab dan konsisten. Aparat pengawas yang kurang berfungsi mengakibatkan akan memberikan ruang yang besar kepada aparat dibawahnya untuk melakukan tindakan penyimpangan dalam artian tidak menjalankan tanggung jawab dan tugas berdasarkan sumpah jabatannya. Pejabat kantor pertanahan yang tidak teliti didalam menerbitkan sertifikat tanah yakni dokumen-dokumen yang menjadikan landasan bagi penerbitan sertifikat kurang teliti yang memungkinkan dokumen tersebut belum terpenuhinya syarat sebagaimana yang telah ditentukan didalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Faktor eksternal yaitu masrakat yang kurang paham mengani undang undang serta pertauran-peraturan yang berlaku di bidang pertanahan, terutama terkait prosedur pembuatan sertifikat tanah. Persediaan tanah yang tidak sebanding dengan jumlah orang yang membutuhkan tanah dan adanya pembangunan yang menyebabkan permintaan tanah semakin tinggi meskipun kesediaan tanah sangat terbatas. Hal tersebut menderong beralihnya fungsi tanah dari pertanian menjadi tanah non-pertanian yang mengakibatkan kenaikan harga tanah. Dalam situasi terjadinya sertifikat ganda, pihak yang terkena dampak harus mengambil tindakan guna memperbaiki kondisi tersebut, berikut beberapa tindakan yang bisa diambil:
a. Mengajukan klaim Pemegang sertifikat tanah asli bisa mengajukan klaim kepada Badan Pertanahan Nasional guna menegaskan hak kepemilikan yang sah. Proses ini mencakup verifikasi dokumen serta bukti kepemilikan yang sah.
b. Penyelesaian melalui jalur hukum Apabila tidak tercapai kesepakatan yang damai antara para pihak yang terkait, penyelesaian tersebut bisa dilaksanakan melalui proses hukum, meliputi mengajukan gugatan di pengadilan. Pengadilan akan meninjau bukti serta saksi guna membuat keputusan yang adil berdasarkan dengan hukum yang berlaku.
c. Klarifikasi lewat Badan Pertanahan Nasional Pihak yang mengalami sertifikat ganda juga bisa menngubungi Badan Pertanahan Nasional guna klarifikasi serta mencari solusinya. Badan Pertanahan Nasional mempunyai mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan untuk menangani masalah sertifikat ganda dan bisa memberikan bantuan utuk menyelesaikan kasus tersebut.
Sesorang yang megalami sengketa sertifikaat ganda terkait kepemilikan tanah yang dibeikan oleh Badan Pertanahan Nasional di Indonesia bisa mengambil beberapa tindakan yaitu:
a. Mengubung Badan Pertanahan Nasional secara langsung Badan Pertanahan Nasional puya kantor di beberapa daerah di Indonesia dan bisa memberikan informasi serta petunjuk mengenai masalah sertifikat ganda. Pihak yang berkepentingan bisa mengunjungi kantor Badan Pertanahan Nasional yang dekat atau bisa menghubungi nomor kontak yang ada guna memperoleh bantuan.
b. Berkonsultasi dengan profesional hukum yang ahli dalam sektor pertanahan Dengan harapan bisa meberikan panduan hukum yang jelas dan membantu dalam menjalani proses penyelesaian masalah.
c. Memeriksa daftar tanah yang terdaftar di Badan Pertanahan Nasional.
d. Mengajukan permohonan perbaikan kepada Badan Pertanahan Nasional berdasarkan pada mekanisme dan prosedur yang telah ditentukan Badan Pertanahan Nasional.
e. Jika upaya yang telah dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional tidak memuaskan,maka juga bisa mengajukan gugata di pengadilan.
2. Peran Badan Pertanahan Nasional dalam Mengatasi Masalah Tumpang Tindih Sertifikat Tanah 
Tanah saat ini sudah terlibat dalam masalah sosial dan hal ini sangat membutuhkan solusi dengan menggunakan pendekatan yang komprehensif. Minimnya transparansi mengenai penguasaan dan kepemilikan tanah serta kurangnya informasi yang ada di masyarakat menjadi penyebab munculnya konflik tanah. Proses pembuatan sertifikat tanah dimulai dengan pendaftaran tanah terlebih dahulu. Pasal (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 mengenai Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa “Pendaftaran tanah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara berkelanjutan, teratur, dan terus menerus, mencakup pengumpulan, pengolahan, pendataan, penyajian, serta pemeliharaan informasi fisik dan hukum, dalam bentuk peta dan daftar yang berkaitan dengan bidang tanah dan unit rumah susun, termasuk pemberian bukti hak untuk bidang tanah yang sudah memiliki hak, dan hak kepemilikan atas rumah susun serta hak-hak tertentu lainya yang menyertainya”.
	Pendaftaran tanah adalah kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk mengintegrasikan data fisik dan data yuridis dari suatu tanah yang akan didaftarkan. Data fisik adalah informasi tentang batas, lokasi dan ukuran tanah serta satuan rumah susun yang terdaftar, termasuk keberadaan bangunan diatasnya. Data yuridis berkaitan dengan status bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftarkan oleh pemilik hak dan pihak lain yang memiliki kewajiban atasnya.[footnoteRef:8] Proses pendaftaran tanah adalah administrasi yang dikelola oleh Kantor Pertanahan untuk menerbitkan sertifikat yang dapat dijadikan bukti kepemilikan tanah tersebut. Pengertian sertifikat dalan Undang-Undang Pokok Agraria tidak menyebutkan istilah sertifikat secara langsung. Pada Pasal 19 ayat (2) huruf c hanya dijelaskan tentang surat yang menunjukkan bukti hak. Surat yang menunjukkan bukti hak ini dimaknai sebagai sertifikat tanah untuk hak atas tanah, tanah wakaf, hak pengelolaan, hak tanggungan, dan hak milik atas satuan rumah susun yang masing-masing telah dicatat dalam buku yang relevan.  [8:  Effendie Bachtiar, Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaannya, Bandung: Alumni, 1993, hlm. 58] 

	Mendaftarkan sebidang tanah secara pribadi adalah hal yang krusial bagi masyarakat untuk mendapatkan kepastian hukum. Agar masyarakat memperoleh perlindungan hukum terhadap tindakan yang tidak baik. Kepastian hukum ini membuat masyarakat lebih tertib karena telah ada jamina hukum jika muncul permasalahan dikemudian hari. Penerbitan sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan berbentuk sertifikat tanah hak milik yang melibatkan pemohon, pemilik tanah tersebut, serta instansi yang berkaitan dalam pengalihan dokumen mengenai dasar hak yang terkait dengan permohonan sertifikat. Sertifikat ganda atau tumpang tindih kepemilikan tanah seringkali muncul akibat penerbitan sertifikat lebih dari satu oleh Badan Pertanahan Nasional. Terjadinya tumpang tindih kepemilikan tanah yang seharusnya tidak terjadi dari Badan Pertanahan Nasional seharusnya melakukan verifikasi ulang pada buku induk tanah terkait sertifikat yang belum diterbitkan agar tumpang tindih kepemilikan tanah ini dapat dihindari.[footnoteRef:9] Seseorang juga bisa menggandakan sertifikat tanahnya sebab beberapa alasan, antara lain: ketidaktahuan masyarakat mengenai pendaftaran tanah yang sering terjadi sebagai cara untuk menghindari pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta adanya niat buruk dari pemilik tana yang biasanya juga melibatkan unsur kesengajaan.  [9:  Setyo Utomo, 2023. Problematika Tumpang Tindih Status Kepemilikan Tanah. Jurnal Hukum Bisnih Bonum Commune, vol. 6, No. 2, hlm. 58.] 

	Badan Pertanahan Nasional (BPN) didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998. BPN adalah satu-satunya lembaga di Indonesia yang memiliki wewenang untuk mengelola sektor pertanahan menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional. Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 mengenai Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa “Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang selanjutnya disebut BPN RI adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kkepada Presiden”. Selanjutnya, dalam Pasal 2 menyebutkan bahwa “BPN RI bertugas menjalankan tugas pemerintahan di sektor pertanahan secara nasional, regional, dan sektoral sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku”. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa Kantor Pertanahan berfungsi sebagai Pejabat TUN.[footnoteRef:10] [10:  Nofita Safdah, dkk. 2024. Penyelesaian Konflik Hak Milik Atas Tanah Akibat Adanya Tumpang Tindih Sertifikat Tanah (Studi Kasus Kentor Pertanahan Kabupaten Gresik), Jurnal Dinamika, vol. 30, No. 1, hlm. 9620-9621.] 

	Sertifikat tanah adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, yang berarti bahwa ada peraturan hukum yang harus diikuti, dalam hal ini oleh Badan Pertanahan Nasional. Oleh karena itu, BPN bertanggung jawab atas semua masalah yang terkait dengan sertifikat tanah. Tujuan utama penerbitan sertifikat kepemilikan tanah adalah guna memberikan kepastian hukum kepada pemilik hak tersebut. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 31 dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 serta penjelasan untuk setiap pasal, sertifikat tanah ditujukan supaya pemilik hak dapat membuktikan haknya dengan mudah. Akan tetapi dalam praktiknya, sering terjadi konflik terkait penerbitan sertifikat hak atas tanah. Salah satu jenis konflik ini berkaitan dengan kepemilikan sertifikat hak atas tanah yang ganda. Sertifikat ganda bisa disebabkan oleh kelalaian atau ketidakakuratan serta kurangnya kehati-hatian ketika proses pendaftaran tanah dimulai dari data yang tidak valid yang diserahkan oleh pemohon, namun tetap bisa disetujui sehingga sertifikat kedua (ganda) diterbitkan dan seterusnya. Badan Pertanahan Nasioal mempunyai tanggung jawab langsung untuk semua hal yang berkaitan dengan tanah, termasuk pengadaan hak dan penerbitan sertifikat tanah. Jika pejabat yang berwenang melakukan tindakan, seperti menerbitkan sertifikat hak atas tanah yang ternyata ganda dan merugikan pihak lain, maka pihak tersebut dapat diminta pertanggung jawaban atas tindakan yang telah dilakukan. Konsep dari tanggungjawab muncul karena adanya hubungan sebab akibat, dalam hal ini orang yang bertanggung jawab tersebut dianggap sebagai penyebab dari salah satu akibat yang telah terjadi.
	Akibat hukum dari sertifikat ganda adalah ketidakpastian hukum terkait pendaftaran tanah. Tujuan utama seseorang mendaftarkan tanah adalah untuk mendapatkan sertifikat yang dapat berfungi sebagai alat bukti yang sah. Oleh karena itu, ini tidak dapat memberikan kepastian hukum mengingat tanah tersebut tidak memiliki kepastian hukum. Keberadaan sertifikat ganda masih sering ditemukan dan tidak muncul secara tiba-tiba.[footnoteRef:11] Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan munculnya sertifikat ganda, seperti adanya objek tanah yang sama, kemudian menimbulkan berbagai sengketa terkait kepemilikan tanah, sehingga menyebabkan tumpah tindih. Badan Pertanahan Nasional adalah sebuah lembaga pemerintahan yag bertanggung jawab dalam urusan pertanahan dengan kantor wilayah di setiap provinsi dan di daerah kabupaten guna mendaftarkan hak atas tanah. Badan Pertanahan Nasional melaksanakan tugas pemerintah di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Badan pertanahan juga memiliki peran untuk mengelola kebijakan yang berkaitan dengan penggunaan tanah berdasarkan prinsip bahwa tanah memiliki fungsi sosial. [11:  Yohana widya Oktaviani, 2024. Urgensi Penyelesaian Tumpang Tindih Kepemilikan Tanah Akibat Kesalahan Penulisan dalam Akta Jual Beli Tanah. Pagaruyuang Law Journal, vol. 7, No. 2, hlm. 478-479.] 

	Dalam penyelesaian permasalahan mengenai tumpang tindih atas kepemilikan tanah atau disebut serifikat ganda, maka Badan Pertanahan Nasional memiliki peran sebagai berikut:
a. Menerima semua aduan dari masyarakat yang berkaitan dengan sengketa kepemilikan tanah.
b. Mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan sengketa untuk memperjelas masalah yang ada.
c. Menganalisis informasi yang dikumpulkan untuk memahami lebih jelas tentang sengketa yang terjadi beserta penyebabnya.
d. Mengeluarkan keputusan untuk menyelesaikan sengketa terkait pembatalan hak dan sertifikat yang telah terbukti bermasalah secara administratif saat diterbitkan.
e. Menyediakan layanan mediasi bagi pihak-pihak yang bersengketa agar dapat mencapai kesepakatan.
f. Badan Pertanahan Nasional juga memiliki bagian khusus untuk menangani masalah sertifikat ganda, yaitu seksi sengketa. Badan ini dapat menyelesaikan masalah hak atas tanah yang sedang diperebutkan melalui jalur litigasi dan non litigasi, baik untuk individu aupun instansi yang mengalami kerugian.
Mecegah terjadinya sertifikat ganda dengan cara memperbaiki administrasi pertanahan dan penyusunan peta pendaftaran tanah. Tindakan tersebut dapat menghentikan terjadinya tumpang tindih dalam kepemilikan tanah. Peta pendaftaran dan administrasi yang berhubungan dengan batas tanah yang keliru dapat dideteksi lebih awal.[footnoteRef:12] Tindakan pihak-pihak yang sedang mengalami sengketa mengenai peran Badan Pertanahan Nasional diantaranya: [12:  Sutedi Adrian, Peralihan Hak Atas tanah, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 71-73.] 

a. Setuju mengenai peran atau keterlibatan dari Badan Pertanahan Nasional Proses penyelesaian konflik tentunya akan menghasilkan dua pilihan, yaitu berhasil diselesaikan ata tidak terkait dengan konflik tersebut. Terkait dengan konflik yang mungkin dapat diselesaikan, pihak-pihak yang bersengketa dapat sepakat atas solusi untuk penyelesaian konflik yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional. Pihak-pihak bersengketa tersebut bisa menemukan solusi dan menyatukan pendapat antara kedua belah pihak, serta menyusun perjanjian damai antara para pihak yang bisa mengikat diantara kedua belah pihak.
b. Tidak menerima atas Peran Badan Pertanahan Nasional
Proses penyelesaian yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional mungkin saja tidak berhasil, karena pihak-pihak tersebut menolak untuk menyelesaiakan sengketa yang ditangani oleh Badan Pertanahan Nasional. Badan Pertanahan Nasional juga menghadapi berbagai kendala saat menangani penyelesaian sengketa dan upaya mediasi diantara pihak-pihak yang bersekta dalam masalah pertanahan. Kendala umum yang terjadi dalam mediasi adalah ketidakmampuan pihak-pihak untuk mencapai kesepakatan meskipun para pihak hadir untuk menjelaskan seluruh kronologi, sehingga mediator tidak menemukan solusi untuk sengketa tersebut dan keputusan sulit untuk dicapai. Selain itu, pada saat kedua belah pihak mengemukakan pendapat, hal ini dapat memicu emosi dari pihak lain. Oleh karena itu, sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan oleh Badan Pertanahan Nasional, sehingga selanjutnya dibawa ke Pengadilan. Ini sesuai dengan ketentuan Peaturan Menteri Nomor 11 Tahu 2016, yang menjelaskan perbedaan diantara sengketa dan perkara. Perkara adalah konflik pertanahan yang penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga peradilan, dimana pihak yang bersengketa dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan. 

D. PENUTUP
1. KESIMPULAN  
     Berdasarkan hasil studi penelitian dan pembahasan diatas penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: 
a. Terjadinya Tumpang Tindih Sertifikat Tanah Terhadap Kepemilikan Atas Tanah yang Diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional
Tumpang tindih sertifikat tanah merupakan persoalan serius yang menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap kepemilikan tanah. Permasalahan ini tidak terjadi secara tunggal, melainkan dipengaruhi oleh faktor hukum dan non-hukum, baik dari internal pemerintah maupun eksternal masyarakat. Faktor internal meliputi lemahnya regulasi pertanahan, ketidaktelitian dan kelalaian aparat Badan Pertanahan Nasional, lemahnya pengawasan, serta praktik penyimpangan administrasi hingga korupsi. Sementara itu, faktor eksternal berasal dari rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hukum pertanahan, keterbatasan lahan, meningkatnya kebutuhan tanah, serta pergeseran fungsi tanah menjadi komoditas ekonomi. Akibat dari sertifikat ganda adalah hilangnya kepastian hukum, meningkatnya konflik agraria, serta terganggunya fungsi sertifikat sebagai alat bukti hak yang kuat.
b. Peran Badan Pertanahan Nasional dalam Menatasi Masalah Tumpang Tindih Sertifikat Tanah
Badan Pertanahan Nasional memiliki peran strategis dan sentral dalam mencegah serta menyelesaikan sengketa tumpang tindih sertifikat tanah sebagai lembaga yang berwenang menerbitkan dan mengelola administrasi pertanahan. BPN bertanggung jawab melakukan verifikasi data fisik dan yuridis, menerima pengaduan masyarakat, memfasilitasi mediasi, serta mengambil tindakan administratif berupa pembatalan sertifikat yang cacat hukum. Namun, dalam praktiknya, peran tersebut sering terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya sistem administrasi dan pemetaan, serta kurang optimalnya koordinasi antarinstansi. Oleh karena itu, keberhasilan BPN dalam menyelesaikan sengketa sangat bergantung pada kesediaan para pihak untuk menempuh jalur non-litigasi serta komitmen BPN dalam memperkuat sistem pendaftaran tanah yang akurat, transparan, dan berintegritas guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah. 

2. SARAN
a. Pemerintah perlu melakukan harmonisasi dan penataan ulang regulasi pertanahan agar tidak terjadi tumpang tindih norma serta memastikan seluruh peraturan pelaksana tetap berlandaskan pada UUPA sebagai hukum agraria nasional.
b. Badan Pertanahan Nasional perlu mempercepat modernisasi administrasi pertanahan melalui digitalisasi data, pemutakhiran peta pendaftaran tanah, serta integrasi sistem informasi pertanahan secara nasional.
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